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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Sinkronisasi antara RUU PA dan UU TPPU dapat terlihat dalam 

beberapa aspek. RUU PA memberikan kontribusi dalam mempertegas 

sanksi hukum terutama terkait dengan perolehan aset dari hasil tindak 

pidana, dengan fokus pada pemulihan aset negara dan memberikan efek 

jera terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks perbandingan antara 

RUU PA dan UU TPPU, terlihat bahwa RUU PA dapat saling 

melengkapi dengan UU TPPU dalam penegakan hukum. RUU PA 

menitikberatkan pada sanksi objek tindak pidana untuk pemulihan aset 

negara, sementara UU TPPU lebih terfokus pada sanksi pidana kepada 

individu atau korporasi yang melakukan tindak pidana.  

2. Pentingnya regulasi yang lebih komprehensif tentang perampasan aset 

tanpa pemidanaan di Indonesia menjadi sorotan. Meskipun hukum positif 

telah mengatur kemungkinan perampasan aset hasil tindak pidana, namun 

mekanismenya masih terkendala oleh beberapa faktor seperti kondisi 

kesehatan pelaku atau ketidakmampuan menemukan bukti yang cukup di 

pengadilan. RUU Perampasan Aset, yang seharusnya menjadi solusi 

untuk memperbaiki sistem ini, menghadapi kendala serius dalam 

pembahasannya. 
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B. Saran 

 Berdasarkan uraian sebelumnya penulis menyarankan untuk segera 

disahkannya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Sudah hampir 

satu dekade pemerintah merumuskan RUU Perampasan Aset yang sampai 

saat ini belum rampung. Secara formal RUU Perampasan Aset sebenarnya 

sudah masuk ke dalam 189 RUU Prolegnas 2015-2019 serta dalam 248 RUU 

Prolegnas 2020-2024, namun hingga saat ini pembahasannya tidak sekalipun 

muncul dalam daftar prioritas tahunan.  

 Lima tahun masa jabatan DPR RI Periode 2015-2019 RUU 

Perampasan Aset belum pernah menjadi prioritas untuk segera dibahas. 

Hingga sampai periode tersebut berakhir dan dilanjutkan oleh DPR RI 

Periode 2020-2024 RUU Perampasan aset belum kunjung disahkan. RUU 

Perampasan Aset sangat penting disahkan karena berguna untuk menjangkau 

perkembangan kejahatan yang begitu pesat, terkhusus dalam hal 

mengembalikan kerugian keuangan negara melalui perampasan tanpa 

pemidanaan. 
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